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Abstrak: Kekerasan seksual tergolong dalam kategori kejahatan
paling serius. Maraknya kekerasan seksual di Indonesia membuat
pemerintah menaruh perhatian penuh dalam menanggulangi kasus
yang menelan banyak korban tersebut. Demi mewujudkan tegaknya
perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pemerintah
telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kendati demikian, Undang-Undang
tersebut ternyata masih belum bisa menjadi payung hukum yang
bekerja secara optimal. Adanya reviktimisasi terhadap korban, sulitnya
korban mendapatkan pendampingan, serta penjatuhan hukuman
terhadap pelaku kekerasan seksual yang masih belum memberikan
rasa keadilan pada korban pun turut memperburuk keadaan. Rasa
kepercayaan korban kepada pemerintah maupun sistem peradilan
pidana di Indonesia yang menjadi sumber pelindung mereka juga
menjadi berkurang. Pada akhirnya, ketidakoptimalan pada Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi sebuah pertanyaan
tentang bagaimana formulasi hukum kekerasan seksual yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana
upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan hukum
guna memberikan perlindungan kekerasan seksual yang optimal
pada korban. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menarik
kesimpulan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
mengatur formulasi hukum yang sangat kompleks dan komprehensif
terutama penanganan terhadap korban. Pemerintah pun saat ini
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sedang menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual agar dapat berkinerja dengan optimal
dalam melindungi korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, UU TPKS, Perencanaan Pembangunan
Hukum

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai tindak pidana yang terjadi di Indonesia
ada banyak sekali, salah satunya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Kekerasan Seksual tergolong dalam kejahatan beratkarena merupakan
pelanggaran HAM terhadap harkat dan martabat manusia. Kekerasan
seksual tentunya bisa terjadi pada siapa saja baik laki-laki maupun
perempuan, tetapi di Indonesia mayoritas korban kekerasan seksual
berada pada kaum perempuan. Selain perempuan, tindak pidana
kekerasan seksual juga menelan korban anak-anak. Tua dan muda
bukanlah penghalang bagi tindak pidana ini karena pelaku kekerasan
seksual seringkali tidak pandang bulu dalam bertindak. Selain itu para
pelaku juga tidak memandang tempat ketika melakukan kejahatan
tersebut pada korban nya.*!

Dilansir dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan
yang dirilis pada Maret 2023, tercatat sebanyak 457.895 kasus yang
telah ditangani pada tahun 2022.°* Sementara itu, dilansir dari
SIMFONI PPA data kekerasan seksual sejak Januari Hingga Desember
2023 tercatat laporan sebanyak 29.883 kasus. Kasus yang menelan
korban perempuan terjadi sebanyak 26.161 kasus, sedangkan korban
laki-laki tercatat sebanyak 6.332 kasus.®® Berdasarkan data tersebut
terlihat jelas bahwa angka kekerasan yang dialami oleh perempuan
jauh lebih tinggi daripada yang dialami oleh laki-laki.

Merujuk pada tujuan awal negara Indonesia yang dituangkan
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 alinea keempat disampaikan bahwa salah satu tujuan negara
Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

661 Rosania Paradiaz dan Eko Soponyono, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Pelecehan Seksual, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4 No. 1.

662_ https://komnasperempuan.go.id/download-file/949, diakses pada tanggal 30
Desember pukul 09.16 WIB

663__https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakses pada tanggal 30
Desember pukul 11.12 WIB
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tumpah darah Indonesia.® Tujuan ini kemudian diperinci lagi dalam
Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, bahwa “Setiap orang berhak untuk
bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara
lain”.%% Dalam hal ini berarti negara berperan untuk memberikan
perlindungan bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Selain
itu terdapat juga hak-hak konstitusional warga negara yang diatur
dalam UUD 1945 diantaranya, hak hidup, hak bebas dari ancaman,
diskriminasi dan kekerasan, hak atas perlindungan, hak mendapat
keadilan yang sama. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya hak-
hak tersebut masih belum dapat tersalurkan dengan baik bahkan
mencapai tahapan darurat terkhusus dalam pemberantasan kasus
kekerasan seksual.

Demi menanggulangi permasalahan maraknya kekerasan
seksual di Indonesia, pemerintah pun semakin serius menanggapi
persoalan kekerasan seksual ini. Berbagai kebijakan maupun
strategi kini pun pemerintah keluarkan demi menanggulangi Tindak
Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Salah satu contohnya
yaitu pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Mei
2022 lalu dalam bentuk memerangi kekerasan seksual di Indonesia
dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual. Hal
yang melatarbelakangi dibentuknya Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual diantaranya para korban kekerasan seksual
umumnya masih enggan untuk melaporkan kasusnya kepada pihak
kepolisian karena kekerasan seksual masih dianggap sebagai hal
yang tabu dan merupakan bentuk aib bagi mereka. Dengan hadirnya,
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi harapan
bagi setiap orang terutama perempuan untuk memperoleh keadilan
dan payung hukum yang dapat melindungi mereka dari maraknya
kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Meskipun begitu, dalam penerapannya masih banyak
kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
karena peraturan pelaksana dari Undang-Undang ini yang masih
belum ada sehingga menyebabkan kinerja nya belum optimal. Oleh

664 Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
665 Pasal 28G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
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sebab itu pada tahun 2023, pemerintah sedang membuat aturan
pelaksana dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
agar dapat mengoptimalkannya.

Berdasarkanlatar belakang yang telah dikaji diatas, maka penulis
akan menguraikan identifikasi masalah mengenai formulasi hukum
terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 dan upaya pemerintah dalam merumuskan
kebijakan pembangunan hukum guna memberikan perlindungan
dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif, dimana
hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai
kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia
yang dianggap pantas.®®® Penelitian hukum normatif ini didasarkan
kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang
mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan.®®”

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan hukum normatif yaitu dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-
undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan
hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan
acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-
undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-
undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan
atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran
teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini
dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan
yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu) hukum yang sedang

666 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta.

667 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas
Indonesia (UI Press), Jakarta.
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dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan
dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-
Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan
perundang-undangan adalah cara yang dilakukan oleh penulis untuk
memecahkan masalah dalam penelitian hukum normatif dengan
menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya
setiap masalah dipecahkan dan diuji dengan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan pendekatan analisis adalah pendekatan yang
digunakan oleh penulis dengan memperhatikan segala kelebihan
dan kekurangannya, kemudian dicarikan jalan keluar (solusinya).
Sedangkan, pendekatan konseptual (conseptual approach), yaitu
suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di
dalam ilmu hukum.®®

3. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah Data Sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data
sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam

penulisan jurnal iniyaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai

otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini terdiri dari:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual
b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder yang dipergunakan dalam penulisan ini
yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber
bahan hukum primer, terdiri dari Buku teks yang menunjang teori
hukum pidana, jurnal hukum dan hasil penelitian yang mengkaji
terkait penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, serta
pendapat para pakar tentang teori-teori hukum pidana.

668 Peter Mahmud Marzuki, 2015, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra
Utama, Bandung.
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c. Sumber Bahan Hukum Tersier
Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam
penulisan ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan
dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, terdiri dari:
1) Kamus-kamus hukum
2) Media internet
3) Buku petunjuk atau buku pegangan
4) Ensiklopedia
5) Buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan
mengenai kekerasan seksual.
4. CaraPengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode library research, atau studi kepustakaan. Metode
kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara
membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya
dalam perpustakaan.®® Pengumpulan data dilakukan dengan
mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian
ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni
pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini
dilakukan melalui wawancara dengan lembaga atau komunitas yang
terkait dengan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang diambil pada penelitian ini adalah
deskriptif analisis. Dimana, metode deskriptif analisis adalah suatu
metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi
gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain
penelitian deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan
perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat
penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan
dianalisis.™ Setelah data terkumpul akan dilakukan pengolahan

669 Saifuddin Anwar, 2001, Metode Penelitian, Pustaka Belajar Offset, Yogyakarta.
670 Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,
Alfabet, Bandung.
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data diolah yang selanjutnya disajikan dalam bentuk naskah atau
kesimpulan yang diambil dari observasi-observasi dan kesimpulan
dari sumber atau dokumen- dokumen yang diteliti. Dimana,
data-data yang diambil akan dikaji dan diproses terlebih dahulu.
Setelah data terkumpul secara lengkap dan telah diolah dengan
menggunakan naskah maupun tabel maka selanjutnya dianalisis
secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
a. Fenomena Maraknya Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia tidak bisa dianggap
remeh. Maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia terus
meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak terlepas dari salah satu
faktor kuat di Indonesia yakni budaya patriarki. Budaya dari zaman
nenek moyang yang mengedepankan bahwa laki-laki jauh lebih kuat
daripada perempuan menjadi salah satu faktor kuat terjadinya kasus
kekerasan seksual di Indonesia. Selain karena hal tersebut, kurangnya
minat dari korban untuk melaporkan kasus yang menimpa mereka
juga menjadi faktor kekerasan seksual tetap eksis di Indonesia. Tidak
ada atau dapat dikatakan lemahnya sanksi maupun pelayanan yang
diberikan kepada korban menjadi penyebab utama para korban lebih
memilih diam daripada melaporkan kasus nya kepada pihak yang
berwenang. Berkaitan dengan hal tersebut sudah bukan menjadi
rahasia umum lagi jika para korban justru mendapatkan laporan balik
dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual atas kasus pencemaran
nama baik. Alhasil, karena semua problematika tersebut membuat
kasus kekerasan seksual yang muncul ke permukaan tidak sebanding
dengan kasus yang sebenarnya terjadi. Dilansir dari Indonesia Judicial
Research Society (IJRS) dan International NGO Forum On Indonesian
Development (INFID) mengenai studi kuantitatif isu kesetaraan
gender di Indonesia pada tahun 2020 yang memberikan latar belakang
para korban enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka
alami sebagai berikut:
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Grafik 1. Latar Belakang Korban Tidak Melaporkan Pengalaman
Kekerasan Seksualnya
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Sumber: IJRS dan INFID

Grafik diatas, memberikan gambaran bahwa dalam realita nya
para korban tindak pidana kekerasan seksual masih enggan atau
tidak mau melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Dari
diagram tersebut dapat dilihat bahwa alasan yang melatarbelakangi
para korban tutup mulut didominasi oleh perasaan takut sebesar
(33,5%), kemudian diikuti oleh rasa malu sebesar (29,0%),
kebinggungan atau tidak tahu melapor kemana sebesar (23,5%), dan
terakhir rasa bersalah sebesar (18,5%). Perasaan takut dan binggung
untuk melapor kemana menjelaskan bahwasan nya masih kurangnya
upaya pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai sosok
negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi
masyarakat.

Rasa takut yang dialami oleh korban tidak terlepas dari
fenomena yang membuat korban justru mendapatkan penghinaan
untuk kedua kalinya setelah menjadi korban. Hal tersebut dapat
ditinjau dari stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat dan
penyelesaian perkara oleh aparat penegak hukum yang dianggap
tidak memiliki rasa keadilan kepada korban. Grafik dibawah ini
yang juga bersumber dari studi kuantitatif kesetaraan gender oleh
Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dan International NGO
Forum On Indonesian Development (INFID) tentang penyelesaian
perkara kekerasan seksual yang dialami korban, akan memperkuat
pernyataan sebelumnya mengenai ketidakefektifan proses
penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dialami
oleh korban sebagai berikut:
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Grafik 2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
di Indonesia
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Pada grafik diatas, dapat dilihat kembali bahwa sebanyak
(57%) korban tidak mendapatkan proses penyelesaian kasus yang
layak dari hal yang telah mereka alami. Tingginya persentase
tersebut menjadi saksi bahwa tidak adanya keadilan kepada korban
bahkan setelah mereka melaporkan kasus tersebut pada pihak yang
berwenang. Hal inilah yang menjadikan alasan kuat juga bagi para
korbanuntukmemilih diam dikarenakan bicarapuntidakadaartinya.
Diikuti dengan membayar sejumlah uang untuk ganti rugi sebanyak
(39,9%) juga menjadi alasan korban memilih diam dikarenakan
lagi-lagi ketidakefektifan dari proses penyelesaian perkara tersebut.
Meskipun dalam peraturan perundang-undangan terbaru telah
mengatur mengenai pembiayaan ganti rugi atau restitusi, fenomena
kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan yang tergolong
dalam kejahatan paling serius (Most Serious Crimes). Menanggapi
hal tersebut, semestinya aparat penegak hukum menggunakan
proses penyelesaian perkara yang lebih serius kepada pelaku dan
mengesampingkan proses penyelesaian perkara menggunakan
metode ganti rugi, sehingga proses penyelesaian perkara secara
penggantian biaya ganti rugi menjadi opsi terakhir dan membuat
angka pada grafik tidak lebih tinggi daripada proses penyelesaian
perkara penjara (19,2%) yang mana merupakan proses penyelesaian
paling layak bagi pelaku karena memberikan nilai keadilan yang
tinggi kepada korban.
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b. Rintangan Korban Kekerasan Seksual dalam Memperoleh
Keadilan

Dampak yang disebabkan oleh kekerasan seksual terbilang
sangat serius karena dapat menyerang fisik, psikologis, dan juga
sosial korban. Dilihat dari dampak fisiknya, kekerasan seksual dapat
mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat seumur hidup, dan
lebih parahnya lagi kematian. Jika kita melihat dampak psikologisnya,
kekerasan seksual akan meninggalkan jejak trauma pada jiwa korban
kemudian menjadi depresi hingga pada akhirnya timbul niat untuk
bunuh diri. Selain itu, kekerasan seksual juga berefek pada sosial
korbannya karena tidak jarang justru lingkungan sosial korban
memberikan stigma buruk kepada para korban. Foa dan Rothbaum
membuktikan bahwa kekerasan seksual akan sangat merusak
kesehatan mental korban. Korban perkosaan merupakan kelompok
yang paling banyak menderita gangguan stress pasca trauma (post-
traumatic stress disorder) yang dibuktikan oleh penelitian keduanya
selama 20 tahun terakhir.

Selain menderita secara fisik dan psikis pasca mengalami
kekerasan seksual, stigma negatif dari masyarakat juga turut
menyerang korban. Masyarakat beranggapan bahwa penyebab utama
kekerasan seksual terjadi pada korban disebabkan oleh korban yang
tidak melakukan perlawanan, tingkah laku dan cara berpakaian
korban yang mengundang hawa nafsu, bahkan waktu dan tempat
korban berada juga turut menjadi tanggapan mereka. Sebab itu,
kekerasan seksual menjadi kejahatan yang paling berefek serius pada
korbannya karena menyerang korbannya sebanyak 2 (dua) kali yang
dilakukan oleh pelaku dan masyarakat.

Meskipun saat ini sudah ada payung hukum untuk
menanggulangi maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di
IndonesiasepertiUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tetapi, dalam
praktiknya lembaga-lembaga peradilan belum sesuai melaksanakan
tugasnya sesuai prosedur dan justru melakukan diskriminasi kepada
korban. Saat ini Pengadilan sebagai tempat terselenggaranya keadilan
masih kerap mengalami beberapa permasalahan, dimulai dari
sulitnya menjamin hak-hak korban, kurangnya sarana dan prasarana
yang memadai, hingga tidak adanya kapabilitas yang mumpuni untuk
menunjang kekerasan seksual. Berikut ini hal-hal yang merintangi
korban kekerasan seksual dalam memperoleh keadilan, diantaranya:
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1. Reviktimisasi Korban
Proses penanganan hukum yang berlaku di Indonesia sampai
saat ini justru masih menjadi penyebab korban mengalami
reviktimisasi. Dalam proses pemeriksaannya, aparat penegak
hukum di Indonesia seringkali mengajukan pertanyaan-
pertanyaan yang memberikan pengalaman buruk kepada
korban sehingga memperburuk kondisi korban. LPH APIK

Jakarta telah mendata beberapa pengalaman buruk yang

dialami korban selama berlangsungnya proses pemeriksaan

kepada korban, diantaranya:®"

a. Pertanyaan buruk merujuk pada pertanyaan vulgar seperti
‘gimana posisi goyangannya?’ ‘nikmat atau enggak rasanya’;

b. Permintaan untuk mecontohkan adegan perkosaan yang
dialami;

c. Melakukan pembentakan karena menganggap keterangan
yang diberikan tidak jelas;

d. Tidak memberikan izin kepada pendamping korban untuk
mendampingi selama proses persidangan;

e. Hakimmenganggapremehkorbandenganmenertawakannya
dan beranggapan bahwa korban menikmati kekerasan
seksual yang dialaminya serta lebih parahnya lagi justru
menghakimi korban dengan menyebutnya sebagai
perempuan murahan; dan

f. Aparat penegak hukum menyuruh korban mencari alamat
tempat tinggal pelaku.

2. Pendampingan Korban yang Sulit Diakses

Pendamping bisa berasal dari paralegal, keluarga, psikolog,

psikiater, pekerja sosial, petugas pelayanan terpadu, penasihat

hukum, penerjemah bahasa isyarat, lembaga pengada layanan
atau orang yang dipercaya oleh korban lainnya.

Permasalahan selanjutnya yang dihadapi oleh korban
kekerasan seksual yaitu pendampingan yang sulit mereka
dapatkan selama proses berlangsungnya penegakan hukum.
Pendamping merupakan seseorang atau kelompok yang

671 https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANAN-
KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-8-April-2022.pdf, diakses pada tanggal
3januari 2023 pukul 07.45 WIB
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diberikan kepercayaan, mempunyai keahlian dan pemahaman
dalam mendampingi korban sehingga terciptanya kondisi yang
aman dan nyaman ketika korban dimintai keterangannya guna
kepentingan peradilan.

Merujuk pada penilaian konsistensi tahun 2015 yang
dilakukan oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FH UI) terhadap
putusan pengadilan dalam kasus kekerasan seksual yang
dialami oleh penderita difabel, korban yang tidak mendapatkan
pendampingan ketika proses pemeriksaan di pengadilan
berlangsung didominasi oleh perempuan sebesar (68%),
kemudian sebanyak (18%) yang mendapatkan pendampingan
oleh keluarga atau orang terdekat korban dan (9%) lainnya
hanya mendapatkan pendampingan oleh penerjemah. Padahal
kewajiban didampingi pendamping ini sudah diatur dalam
pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual.®™

Melihat sisi yang lain, lebih parah dari sebelumnya karena
terdapat beberapa hakim yang tidak memperbolehkan seorang
korban didampingi oleh pendamping saat proses pemeriksaan
berlangsung. Ada atau tidaknya pendamping bagi seorang
korban tentunya akan mendorong korban untuk meningkatkan
perasaan aman dan nyaman serta keberanian saat proses
pemeriksaan karena korban akan merasa terlindungi sehingga
timbulnya rasa percaya diri dalam diri korban. Jika dilihat pada
praktiknya, seorang pelaku kekerasan seksual seringkali berasal
dari orang yang dikenali oleh korban dan juga mempunyai
jaringan yang luas sehingga memudahkan aksinya. Oleh karena
itu, nilai seberapa pentingnya pendamping menjadi sangat
diperlukan guna mengetahui seberapa parah dampak psikologis
yang diterima oleh korban. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa
eksistensi pendamping bukan hanya sekedar berguna bagi
korban melainkan dapat juga dipergunakan untuk melancarkan
proses pemeriksaan.

672 https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANAN-

KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-8-April-2022.pdf, diakses pada tanggal
3 Januari pukul 08.19 WIB
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3. Pertimbangan Riwayat Seksual Korban Kekerasan Seksual
Pertimbangan Riwayat Seksual dapat diperhatikan selama
proses pemeriksaan pada tahapan penyidikan. Hal tersebut
dapat ditinjau saat penyidik menggali informasi yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Saat
proses pemeriksaan seorang penyidik seringkali menanyakan
mengenai kenikmatan hubungan seksual yang korban alami
dengan maksud mengetahui apakah terdapat unsur persetujuan
(consent) dalam kejadian tersebut. Pada tahun 2016 MaPPI FHUI
kembali melakukan penelitian yang menemukan bahwa riwayat
seksual merupakan faktor tambahan pertimbangan hakim
dalam memeriksa kasus kekerasan seksual. Selain itu, dalam
penelitiannya ditemukan bahwa kasus perkosaan yang dialami
oleh perempuan dewasa, putusan hakim menjurus lebih berat
diberikan kepada pelaku yang memperkosa korban perempuan
yang sama sekali belum memiliki pengalaman seksual atau
belum pernah berhubungan seksual sebelumnya dengan
hukuman penjara selama 6 tahun. Sementara itu, jika korban
merupakan perempuan yang sudah pernah berhubungan
seksual atau memiliki riwayat seksual sebelumnya maka
hukuman yang dijatuhkan selama 3,6 tahun.

Tak hanya sampai disitu, di tahun 2016 MaPPI FH UI
kembali melakukan penelitian dengan melakukan survei
Sense of Justice yang memperlihatkan hasil (60,9%) responden
beranggapan bahwa hukuman kepada pelaku kekerasan
seksual haruslah berat meskipun korban sebelumnya sudah
pernah berhubungan seksual. Sampai saat ini, kepentingan
untuk mempertimbangkan riwayat seksual korban dianggap
perlu untuk memberi keyakinan kepada hakim bahwa korban
merupakan perempuan yang berkepribadian baik atau
bisa dikatakan juga bukan merupakan wanita tuna susila.
Dalam hal ini, riwayat seksual korban semestinya tidak perlu
dipertimbangkan oleh hakim dalam menangani kasus kekerasan
seksual karena hal tersebut justru akan memberikan dampak
trauma dan memperparah kondisi korban.t?

673_https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANAN-
KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-8-April-2022.pdf, diakses pada tanggal
3 Januari pukul 8.47 WIB
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4. Dampak dan Pemulihan Kekerasan Seksual yang Terabaikan

M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman memberikan anggapan
bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia kasus perkosaaan
belum mencapai tahap darurat untuk melakukan pemulihan
pada korban. Hal ini dibuktikan dengan tidak ditemukannya
satu pun amar dalam putusan pengadilan yang berisi tentang
dampak yang diterima dan pemulihan yang diperlukan untuk
korban. Padahal pemulihan merupakan bentuk upaya untuk
mendukung korban saat melalui proses hukum dan/atau
memberikan kehidupan sejahtera yang merupakan salah satu
bagian dari hak-hak korban dengan memberikan pemulihan
terhadap kondisi fisik, kondisi psikologis, kondisi ekonomi,
kondisi sosial dan budaya serta memberikan ganti kerugian
kepada korban.

Ketentuan mengenai pemulihan korban sebenarnya
sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun,
mekanisme ini belum berjalan diimplementasikan secara
optimal pada tataran praktik. Pemulihan yang dibutuhkan
korban, baik secara ekonomi, sosial maupun pemulihan atas
hak-hakreproduksi seperti kehamilan, tertular penyakit seksual,
infeksi bahkan pendarahan, juga masih sulit didapatkan melalui
proses hukum.

. Vonis dan Penjatuhan Hukuman terhadap Pelaku Kekerasan

Seksual
Tegaknya hukuman kekerasan seksual di Indonesia belum
mencapai tahap optimal. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor
vonis yang diberikan terhadap pelaku masih terlalu rendah,
sementara itu konsep mengenai pemulihan terhadap korban
yang begitu pentingnya belum dipertimbangkan. Kondisi kian
memburuk dengan timbulnya reviktimisasi dan pemberian
stigma negatif pada korban sehingga memberi rintangan-
rintangan yang menghambat korban kekerasan seksual untuk
memperoleh keadilan dan penindakan yang semestinya.
Bilamana meneladani penanganan kekerasan seksual
yang diterapkan oleh negara lain, faktor permasalahan yang
ditemukan antara lain:*"*

674_https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/04/REFLEKSI-PENANGANAN-
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a. sulitnya menuntut pelaku kekerasan seksual yang pasangan
atau mantan pasangan dari korban;

tidak ada senjata yang digunakan;

tidak adanya ancaman kekerasan fisik;

korban tidak mengalami luka secara fisik;

korban tidak melakukan perlawanan;

korban tidak sadarkan diri; dan

korban memiliki riwayat gangguan kesehatan jiwa.

© e T

Jika membandingkan penerapan sistem peradilan pidana
di Indonesia, pada faktanya saat ini masih belum mumpuni
untuk mengadili bentuk-bentuk kekerasan seksual yang bahkan
sering terjadi. Hal ini dikarenakan tindakan tersebut sudah
dianggap normal terjadi di masyarakat. Dengan keadaan seperti
ini justru berakibat pada korban kekerasan seksual yang tidak
percaya pada sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga
menyebabkan lebih dari (80%) korban tidak mengikutsertakan
dirinya pada proses penegakan hukum.

Dari berbagai hambatan-hambatan yang terjadi diatas,
dapat ditarik kesimpulan bahwa lahirnya Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual masih belum bisa meredakan
maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Hal
tersebut tidak terlepas dari belum adanya peraturan pelaksana
atau peraturan turunan dari undang-undang tersebut sehingga
berakibat pada kurang optimalnya kinerja Undang-Udang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat ini.

2. Pembahasan

a. Formulasi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Eksistensi hukum pidana pada kedaulatan negara tidak terlepas
dari tindakan atau perbuatan guna menjerat dan memberi efek jera
pada pelaku kejahatan. Pada hakikat nya hukum pidana berfungsi
untuk menegakan peraturan guna memberikan ketenteraman di
masyarakat. Sementara itu, dalam rangka pencegahan terhadap
tindakan ataupun perbuatan dengan pola penerapan sanksi hukuman

KEKERASAN-SEKSUAL-DI-INDONESIA-8-April-2022.pdf, diakses pada tanggal
3 Januari pukul 9.08 WIB
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kepada para pelaku kejahatan merupakan fungsi khusus dari hukum
pidana. °

Dalam praktik penguatan hukum, beragam peraturan
perundang-undangan telah Indonesia sah kan guna memperkecil
angka tindak kejahatan kesusilaan seperti halnya Tindak Pidana
Kekerasan Seksual. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang
telah dibuat dan disahkan berkaitan dengan kejahatan kesusilaan
diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang
mengatur terkait perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 terkait penghapusan kekerasan rumah tangga, serta
Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual yang telah disahkan pada 12 April 2022 lalu. Kendati
demikian, masih banyak permasalahan mengenai Tindak Pidana
Kekerasan Seksual ini. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Soerjono
Soekanto bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses
penegakan hukum, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor
sarana dan fasilitas pendukung lainnya, faktor masyarakat, dan juga
faktor kebudayaan.®™

Berdasarkan informasi data yang diberikan oleh Badan Pusat
Statistik Indonesia, kasus pemerkosaan atau pencabulan memiliki
angkatinggibahkansaatpandemisekalipunyangdominan masyarakat
melakukan segala kegiatannya dari dalam rumah. Berdasar pada data
Badan Pusat Statistik, selama pandemi berlangsung angka kasus
tindak pidana kekerasan seksual justru mengalami peningkatan pada
tahun 2020 jika membandingkan dari tahun-tahun sebelumnya.
Menurut data yang terkuak, di tahun 2017 terjadi kasus sebanyak
5.513 kasus, kemudian pada tahun 2018 terjadi sebanyak 5.258 kasus,
di tahun 2019 terjadi sebanyak 5.233 kasus, di tahun 2020 kenaikan
angka yang melejit yang mencapai 6.872 kasus, terakhir pada tahun
2021 terjadi penurunan menjadi 5.905 kasus kejahatan asusila yang
terjadi di Indonesia.®”

675 Supanto, “Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum
Pidana”, MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 20, Nomor 3, 2004,
Hlm. 289

676 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 42

677_https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/02/08/jumlah-kasus-
perkosaan-dan-pencabulan-ri- meningkat-semenjak-pandemi, diakses pada 30
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Grafik 3. Jumlah Kasus Kejahatan Asusila di Indonesia
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Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia
Sumber: Badan Pusat Statistik

Tidak berhenti disitu, dilansir dari Komnas Perempuan pada
pendataan Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, dalam
periode 2015 hingga tahun 2021 banyaknya laporan masuk yang telah
diterima. Dilihat dari data laporan yang masuk, Komnas Perempuan
menginformasikan bahwa kekerasan berbasis gender telah merebak
juga di lingkungan pendidikan. Menurut data yang diberikan sama
hal nya dengan informasi dari Badan Pusat Statistik, telah terjadi
kenaikan angka yang cukup signifikan pada tahun 2020 daripada
tahun sebelumnya. Masih dari Komnas Perempuan, pada 2 tahun
kebelakang kasus yang paling merebak adalah kasus yang terjadi di
lingkungan perguruan tinggi.

Desember 2023 pukul 13.35 WIB
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Grafik 4. Kasus Kekerasan Berbasis Gender Berdasarkan Tingkat
Pendidikan Sesuai Data Pengaduan Ke Komnas Perempuan
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Sumber : Catatan Tahun 2022 Komnas Perempuan

Berlandaskan karena kasus kejahatan asusila yang terjadi
di Indonesia, terutama pada lingkungan pendidikan sulit untuk
ditumpaskan, maka dari itu pemerintah Indonesia membuat
peraturan yang mampu menurunkan secara perlahan jumlah kasus
kejahatan asusila yang terjadi. Meninjau hal tersebut, pemerintah
menyusun beberapa peraturan yang relevan di masa sekarang ini.
Oleh karena tuntutan yang diberikan oleh Komnas Perempuan, maka
pemerintah segera mengesahkan peraturan mengenai pencegahan
dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, yaitu
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Nomor 30 Tahun 2021.

Meskipun begitu, fakta nya tindak pidana kekerasan seksual
juga turut merebak di luar lingkup pendidikan, sehingga tidak
lama setelah itu pemerintah segera mengeluarkan lagi peraturan
perundangan-undangan yang juga mengatur mengenai kekerasan
seksual. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dibuat
dan disahkan untuk memenuhi hak seluruh warga negara dalam



Chessa Ario Jani Purnomo 557

mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual dan
mendapat perlindungan hukum dari tindakan yang selama ini telah
merendahkan harkat dan martabat manusia terkhusus perempuan
dan anak.®

Kini dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
telah diatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk tindakan yang
terindikasi sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual.
Terdapat setidaknya 9 (Sembilan) bentuk diantaranya yaitu pelecehan
seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan kontrasepsi,
pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual,
eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan juga kekerasan seksual
berbasis elektronik.

Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual, diatur perbuatan atau tindakan yang dimaknai sebagai
pemaksaan perkawinan yaitu “perkawinan yang dilakukan secara
paksa terjadi antara korban dan juga pelaku meskipun dimaksudkan
agar menjadikan anak dalam kandungan korban menjadi terlahir
dari dalam hubungan perkawinan yang sah.” Terdapat pula proses
penyelesaian perkara dengan cara menikahkan korban dengan pelaku
yang mana hal ini justru tidak sesuai, karena korban justru tidak
mendapatkan keadilan yang seharusnya.®”

Melihat lagi mengenai peraturan baru yang diatur dalam
Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ternyata bukan
hanya membahas seputar pengertian kekerasan seksual, tetapi juga
menelisik mengenai apa saja yang dikategorikan sebagai bagian dari
tindak pidana kekerasan seksual, kemudian juga mengatur lebih
lanjut mengenai hak-hak korban, dan hukuman yang diberikan
setimpal dengan kejahatannya. Lebih lanjut, undang-undang ini juga
mengatur mengenai pidana tambahan yang menjadi opsi penjatuhan
hukuman selain hukuman penjara dan denda.

Pidana tambahan tersebut berupa, hukuman tambahan bagi
seorang pelaku tindak pidana kekerasan seksual, yaitu hukuman
identitas pelakuyangdibocorkan ke publik. Hal ini merupakan langkah
pemerintah dalam mencegah adanya korban selanjutnya di masa

678 Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual
https://tirto.id/korban-pemerkosaan-akan-alami-trauma-ganda-jika-dinikahi-
pelaku-ggjU, diakses pada 30 Desember 2023 pada pukul 14.27 WIB
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mendatang, dan agar pelaku turut membayar biaya restitusi kepada
korban. Jika pelaku tindak pidana kekerasan seksual tergolong sebagai
sebuah korporasi, maka selain perlu membayar ganti kerugian kepada
korban, pelaku juga akan dikenakan pidana tambahan lainnya berupa
pencabutan izin, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana kekerasan seksual, penutupan korporasi, bahkan pembubaran
korporasi.®®

Lebih lanjut, berikut merupakan ringkasan mengenai formulasi
hukum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:

Tabel 2. Formulasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

BAB KETENTUAN
BABI: KETENTUAN | Tujuan: (a) mencegah segala bentuk kekerasan
UMUM seksual, (b) menangani, melindungi, dan
Psl. 1-3 Ketentuan memulihkan Korban, (c) melaksanakan penegakan
Umum hukum dan merehabilitasi pelaku; (d) mewujudkan

lingkungan tanpa kekerasan seksual; (¢) menjamin
ketidakberulangan kekerasan seksual

BAB II: HUKUM ¢ 9jenis tindak pidana kekerasan seksual
MATERIIL ¢ 9jenis TPKS lain yang diatur oleh UU lain
Psl. 4-18 Pelaku: Orang atau Korporasi.

jenis, pelaku,
unsur delik dan
pemidanaan bagi
pelaku TPKS

o Pidana Orang: Pokok;Penjara dan/atau denda.
Pidana tambahan: restitusi, pencabutan hak asuh,
pengumuman identitas pelaku, perampasan
keuntungan dan/harta. Tindakan : rehabilitasi medis
dan sosial.

o Pidana Korporasi: Pokok =orang. Tambahan:
perampasan keuntungan, pencabutan ijin,
pengumuman putusan, pelarangan /sd pembubaran.

o Pidana ditambah 1/3 jika dilakukan di lingkup
keluarga, oleh orang yang memiliki mandat
pencegahan dan penangan TPKS, oleh orang yang
seharusnya menjaga korban, pejabat public, anak,
penyandang disabilitasi dll.

o Jika didakwa 4 tahun atau lebih, hakim wajib
menetapkan besaran restitusi

680 Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual
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BAB KETENTUAN
BABIIJ; Hukuman bagi pelaku “obstruction of justice” TPKS.
OBSTRUCTION OF
JUSTICE psl. 19
BAB IV: HUKUM e Prosedur dan standar minimal penyidikan,
FORMIL Psl. 20 -64 penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan.

 Bukti, saksi, perlindungan saksi dan korban,
restitusi dan dana bantuan korban.

BAB V: Psl. 65- 71 o Hak Korban: Penanganan, Pelindungan,

HAK KORBAN, Pemulihan sejak terjadi TPKS dan merupakan
KELUARGA kewajiban negara.

KORBAN, SAKSI o Hak Keluarga Korban: hak atas informasi ttg

hak korban dan keluarga korban, kerahasiaan
identitas, keamanan pribadi, tidak dituntut pidana
dan digugat perdata atas laporan TPKS dan semua
hak merupakan kewajiban negara disesuaikan
kondisi korban.

o Hak saksi: sesuai dengan UU Perlindungan saksi
dan korban

BAB VI e Menteri PPA mengoordinasi layanan penanganan,
PENYELENGGARAAN pelindungan, dan pemulihan di tingkat pusat
LAYANANTERPADU: |« UPT yang bertugas untuk penangan, pelindungan

72-78 dan pemulihan wajib dibentuk di tingkat provinsi
dan kabupaten.

BAB VII: Psl. 79-84 e Pemerintah pusat dan daerah wajib

PENCEGAHAN, menyelenggarakan pencegahan secara cepat,

KOORDINASI DAN terpadu dan terintegrasi.

PEMANTAUAN.  Peningkatan kapasitas APH, penyedia layanan

pemerintah & berbasis masyarakat dikoordinasi
oleh KPPA bekerjasama dengan Kemenkumham.
¢ Pemantauan Oleh KPPA, Komnas HAM, Komnas
Perempuan, KPAI, Komnas Penyandang
Disabilitas
o Pemantauan di daerah oleh Gubernur, Bupati/
Walikota

BAB VIII: Partisipasi Masyarakat dan Keluarga dalam
PARTISIPASI Psl. 85 | Pencegahan, Penanganan dan Pemulihan
& 86
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BAB KETENTUAN

Bab IX dan X Dana APBN, APBD dan sumber lain yang sah serta
kerjasama internasional

Bab XI dan XII; Pls. o Ketentuan Peralihan dan Penutup
87-93 e Semua PP dan Perpres ditetapkan paling lambat 2
tahun setelah UU TPKS disahkan.

b. Upaya Pemerintah Dalam Merumuskan Kebijakan
Pembangunan Hukum Guna Memberikan Perlindungan Dari
Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Gambar 1. Pasal Mandat UU TPKS

Keppres Progsun PP (25) dan Perpres (26) 2023
Iﬂ

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Pasal 46 ayat 2, KPPA
Seksual serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban Tindak Pidana pasal 66 ayat 3
Kekerasan Seksual. (RPP 4P) dan Pasal 80
2 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan Pasal 83 ayat5  KPPA
Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (RPP
K 3P)
3 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Pasal35ayat4  Kemenkumham

Kekerasan Seksual. (RPP DBK)

4 Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak  Pasal 79 dan 84  KPPA
Pidana Kekerasan Seksual. (Rperpres KNP)

5  Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Pasal 70 ayat (4) KPPA
Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat. (Rperpres Pelayanan Pusat) dan Pasal 75

6  Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Pasal 76 ayat (2) KPPA
Perempuan dan Anak. (Rperpres UPTD)

7  Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan  Pasal 84 ayat4  Kemenkumham
Terpadu Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan Tenaga
Layanan Pada Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat. (Rpepres Diklat Terpadu)

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 (empat) Peraturan
Presiden (Perpres) sudah semestinya memiliki korelasi satu dengan
lainnya dan membangun tujuan akhir yang sama dengan tujuan
dari pembentukan UU TPKS yang tertuang dalam pasal 3 UUTPKS
yaitu; (a) mencegah segala bentuk kekerasan seksual, (b) menangani,
melindungi, dan memulihkan korban, (c) melaksanakan penegakan
hukum dan merehabilitasi pelaku, (d) mewujudkan lingkungan tanpa
kekerasan seksual, dan (e) menjamin ketidakberulangan kekerasan
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seksual. Dalam proses penyusunan, korelasi dan tujuan ini perlu selalu
diingatkan agar semua peraturan implementasi UUTPKS, baik berdiri
sendiri maupun sebagai kesatuan saling mendukung terwujudnya
lingkungan tanpa kekerasan seksual. Di sisi lain, penting untuk
dipahami bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapapun
tanpa memandang jenis kelamin, orientasi seksual, asal-usul dan
status sosial seseorang. Karenanya, perlu dihindari ‘stereotyping’
bahwa kekerasan seksual hanya terjadi kepada perempuan saja.
Sebaliknya, perlu pula diformulasikan kebijakan yang dapat
memastikan laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang
dewasa, sekaligus penyandang disabilitas terhindar dari kekerasan
seksual dan ditangani dan dilayani dengan tepat. Khusus mengenai
pelaku kekerasan seksual, mereka adalah pihak yang tetap memiliki
hak yang harus dipenuhi dan perlu layanan pemulihan agar tidak
terjadi pengulangan TPKS.

Gambar 2. Korelasi Peraturan Pemerintah Dan Peraturan
Presiden Implementasi UU TPKS

Tujuan UUTPKS (Psl. 3):
(a) Mencegah TPKS, (b} menangani, melindungi, memulihkan korban, (c) menegakkan
& merehabilitasi pelaku, (d) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan, (e) menjamin
ketidakberulangan kekerasan seksual

LAYANAN/SERVICE
Apakah layanan tersedia,
dapat diakses dan
berkualitas?

KEADILAN/IUSTICE
Apakah hak dapat ditegakkan
dalam mekanisme hukum?

KOORDINASI DAN PEMANTAUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN (RPP K3P)
Bagaimana caranya agar efektif penyelenggaraan dari:

KETERSEDIAAN AKSES DAN
JAMINAN BAGI
LAYANAN {Rperpres STANDARD KUALITAS SDM KORBAN
Layanan Pusat & KUALITAS Rperpres Diklat RPP DBK
RPP 4P

KEBUAKAN NASIONAL (Rperpres KN)
Bagaimana Keseluruhan Langkah Pemerintah di atas Diorkestrasi agar Terancana, Terukur, dan Berkelanjutan?

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

PP dan Perpres pada hakekatnya menyasar 3 bidang; (a)
pencegahan, (b) penegakan hukum dan (c) pemberian layanan.
Tujuannya adalah untuk (1) memastikan bahwa layanan tersedia,
dapat diakses dengan cepat, dan berkualitas, (2) hak korban, saksi,
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keluarga korban dan pelaku ditegakkan dalam mekanisme peradilan
yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan berpihak
kepada penyintas, (3) memastikan strategi pencegahan didesain
secara tepat sasaran. Perpres Kebijakan Nasional Penghapusan
Kekerasan Seksual seharusnya membangun kerangka kerja logis agar
keseluruhan PP dan Perpres didesain dalam kebijakan nasional yang
sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan. Langkah untuk
menjamin standar layanan yang berkualitas dituangkan dalam PP
tentang Pencegahan TPKS, penanganan, pelindungan, dan pemulihan
korban TPKS. Perpres Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di
tingkat Pusat dan Daerah adalah untuk menjamin ketersediaan dan
aksesibilitas layanan. Perpres Diklat Terpadu TPKS adalah untuk
menjamin sumber daya manusia dari aparat penegak hukum dan
penyedia layanan berkualitas dan patuh kepada prilaku standar
yang ditetapkan dalam melayani dan memproses hukum kekerasan
seksual. PP Dana Bantuan Korban adalah untuk menjamin hak
korban atas restitusi dan kompensasi terpenuhi. PP Koordinasi dan
Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan TPKS adalah
untuk memastikan efektivitas langkah pencegahan dan penanganan
serta efektivitas pemantauan pelaksanaan UUTPKS.

Dalam menyusun masing-masing PP dan Perpres, mengingat
pasal-pasal mandat peraturan implementasi UUTPKS berada
dalam BAB VI PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PUSAT DAN DAERAH
dan BAB VII PENCEGAHAN, KOORDINASI DAN PEMANTAUAN dan
seluruh pasal dalam UUTPKS saling terhubung serta UUTPKS juga
memiliki korelasi dengan peraturan perundangan lainnya, maka perlu
dianalisis korelasi normatif dari;

1. pasal mandat yang mengamanatkan pada masing-masing PP
dan Perpres,
2. pasal tentang dan terkait PP dan Perpres yang ada di dalam

UUTPKS tersebut dan

3. peraturan perundangan yang terdampak atau berhubungan
dengan PP dan Perpres tersebut.

4. Kesenjangan antara norma dari pasal mandat, pasal tentang
dan terkait, peraturan perundangan yang berhubungan dengan

PP dan Perpres dengan tujuan akhir dari UUTPSK sebagaimana

tertuang dalam pasal 3.
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Gambar 3. Ilustrasi Korelasi Normatif Salah Satu Peraturan
Turunan UUTPKS

PasaMANDAT DIKLAT (81);

[lustrasi Korelasi Normatif
Rperpres D|k|at Terpadu :Z::rc.i:f::vealfuk::ar;anan

Pembiayaan

PasalTENTANG DIKLAT (20
&21); KurikulumMetode
dan Pelaksanaan

MATERI MUATAN BERDASAR PROGSUN:

1. Penyusunankurikulum;

2. Metode pendidikandan pelatihan
terpadu;

3. Pelaksanaan pendidikandan
pelatihan terpadu;

4. Pemantauan dan evaluasi; dan

5. Pembiayaanpendidikandan
pelatihan.

PasalTERKAITDIKLAT;
(tatakelollayanandan
penegakahukun) yang
merupakamateriDIKLAT;

UU Lain:InstrumerAM,
UUterkaitAnak,
PerempuanDisabilitagU
Pemda UUDesg UU ASN,
UUPelayanaRublikUU
KepolisigiUKejaksanagn
UU KehakimanJu
Kesehatardll

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual serta Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan fondasi yang
menetapkan standar, prosedur, aksesibilitas, dan kualitas seluruh
langkah pelaksanaan UUTPKS. Upaya pencegahan di satu sisi dan
penanganan, pelindungan, pemulihan korban di sisi lain dapat
dilakukan oleh aktor yang sama, namun dengan kualifikasi yang
berbeda. Aktor yang menangani, melindungi, dan memulihkan
korban harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan
oleh pemerintah untuk itu, yaitu aparat penegak hukum dan/
atau penyedia layanan berbasis pemerintah maupun masyarakat.
Sementara itu, upaya pencegahan dapat dilakukan oleh siapa
saja tanpa perlu adanya kualifikasi dan kompetensi khusus yang
ditetapkan oleh pemerintah. Dalam upaya pencegahan melalui
bidang-bidang tertentu, perlu ditekankan pentingnya promosi “zero
tolerance” terhadap kekerasan seksual di pendidikan formal maupun
informal, di institusi sekolah maupun pengasuhan alternatif yang
diselenggarakan oleh pemerintah ataupun oleh pelaku bisnis maupun
oleh masyarakat. Promosi ini perlu didukung oleh peningkatan
kemampuan calon guru dan para guru mengenai ‘gender yang
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responsif’. Bagi mereka dan pelajar, juga penting untuk memberikan
pendidikan ketrampilan hidup mengenai seksualitas, hubungan
dengan teman yang sehat, dan deteksi dini kekerasan seksual.
Di samping itu, penting juga membuat mekanisme rujukan jika
kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan dan pengasuhan
alternatif tersebut dengan penanganan, pelindungan, dan pemulihan
yang disediakan oleh tenaga professional di luar lingkungan
pendidikan. Karena kompleksnya langkah pencegahan TPKS,
penangan, pelindungan, dan pemulihan bagi anak PP ini dapat saja
menyebutkan dalam normanya pengaturan tersebut diterjemahkan
dalam Peraturan Menteri yang membidangi Perlindungan Anak.

Gambar 4. Ilustrasi Norma PP Pencegahan TPKS Penanganan,
Pelindungan Serta Pemulihan Korban TPKS

Pencegahan TPKS dan Penanganan, Pelindungan, serta Pemulihan Korban TPKS

Tujuan: menghilangkan
faktor penyebab dan
keberulangan

Tujuan: memastikan hak-hak korban terpenuhi,
terlindungi dan dihormati.

Pencegahan Penanganan Pelindungan

Dilakukan oleh Pemerintah Pusat,
Daerah, Masyarakat, Keluarga
TANPA KUALIFIKASI KHUSUS DAN
STANDAR MINIMAL

* Diselenggarakan melalui

Dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, Masyarakat DENGAN
KUALIFIKASI KHUSUS DAN STANDARD MINIMAL TERTENTU

bidang tertentu

* Dilakukan dengan
memperhatikan situasi
tertentu

» Dilakukan pada setting
tempat tertentu

Layanan Pengaduan +  Pemenuhan hak & *  Wajib dilakukan oleh pemberi

Layanan kesehatan
Rehabilitasi sosial
Penegakan hukum
Layanan hukum
Pemullhan
Reintegrasi sosial

Pemberian bantuan
wajib dilaksanakan
LPSK, APH dan UPTD

layanan pemerintah untuk
mengembalikan kondisi fisik,
mental, spiritual dan sosial
bagi korban

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Norma PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan
Pemulihan dalam bagian “Pencegahan” seharusnya bertujuan untuk
menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya dan
keberulangan TPKS sesuai definisi pencegahan pada Pasal 1 angka
15 karena itu berkorelasi sangat erat dengan Perpres Kebijakan
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Nasional Pemberantasan TPKS yang juga memiliki titik berat pada
bagian Pencegahan. Korelasinya adalah; PP Pencegahan TPKS ini
menetapkan tujuan, tata cara dan prosedur standar pencegahan,
sedangkan Perpres Kebijakan Nasional memformulasikan strategi
untuk mencapai hal tersebut. Asas dari upaya pencegahan yaitu cepat,
terpadu dan terintegrasi (Pasal 79 ayat 1) seharusnya diterjemahkan
dalam suatu norma yang lebih operasional agar dipahami makna
dari kata “cepat”, “terpadu” dan “terintegrasi”’. Pencegahan yang
diklasifikasikan melalui bidang-bidang tertentu (pasal 79 ayat 2);
pendidikan, sarana dan pra sarana publik, pemerintahan dan tata
kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan
sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan, dan keluarga perlu
memasukkan bidang-bidang lain yaitu; desa dan daerah tertinggal,
kesehatan, dan industry & bisnis. Bidang desa dan pembangunan
daerah tertinggal adalah salah satu garda paling depan pencegahan
karena merupakan lingkungan paling dekat dengan hidup anak dan
paling terkait dengan pencegahan dengan memperhatikan wilayah
tertentu (Pasal 79 ayat 3 poin c). Bidang kesehatan, terutama kesehatan
masyarakat memiliki peran sangat penting dalam upaya penyuluhan
dan pencegahan TPKS. Sedangkan bidang industri dan bisnis dalam
bentuk perusahaan transnasional maupun nasional jika disebutkan
dan dilibatkan akan berkontribusi besar dalam upaya pencegahan.
Pencegahan melalui bidang-bidang tertentu tersebut juga perlu
ditetapkan tata-caranya saat dilaksanakan dalam situasi konflik,
bencana, letak geografis wilayah dan situasi khusus lainnya (Pasal 79
ayat3) maupun di panti sosial, satuan pendidikan dan tempatlain yang
berpotensiterjadi TPKS (Pasal 79 ayat4). Tata-cara setidaknya meliputi
penetapan kebijakan internal mengenai diseminasi informasi TPKS,
penilaian resiko, langkah mitigas resiko dan mekanisme pelaporan
dan penanganan saat peristiwa TPKS terjadi di bidang dan situasi
tertentu tersebut. Mengenai “situasi khusus tertentu”, hendaknya
norma dalam pencegahan juga menyebutkan kelompok-kelompok
yang rentan terhadap kekerasan seksual, misalnya penyandang
disabilitas, keluarga di bawah garis kemiskinan, kelompok anak dan
remaja, serta kelompok LGBTQAI+ maupun tempat rentan TPKS
misalnya kantor pemerintahan dan ruang publik. Partisipasi aktif
dan inklusif dari semua kelompok tersebut penting dalam upaya
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pencegahan, terutama kelompok penyandang disabilitas, kelompok
anak dan remaja maupun kelompok LGBTQAI+. Bagi kelompok anak
dan remaja, tujuan dari keterlibatan mereka adalah agar mereka
dapat menjadi pelopor dan pelapor terkait kekerasan seksual dan agar
mereka memiliki literasi mengenai resiko kekerasan seksual dalam
dunia digital maupun dalam hubungan intim.

Norma PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan
Pemulihan dalam bagian “Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan”
seharusnya bertujuan untuk menjamin hak korban, keluarga
korban, saksi dan pelaku terpenuhi. Definisi dan cakupan dari ketiga
jenis tindakan tersebut setidaknya perlu mengacu kepada Pasal 1
tentang Definisi pada Ketentuan Umum. Jenis dari “penanganan”
adalah (Pasal 1 poin 17): layanan pengaduan, layanan kesehatan,
rehabilitasi sosial, penegakan hukum, layanan hukum, pemulangan,
dan reintegrasi sosial. Pelindungan bertujuan memenuhi hak korban
dan saksi atas rasa aman yang wajib dilakukan oleh LPSK. Sedang,
pemulihan adalah program atau upaya untuk mengembalikan
kondisi fisik, mental, spiritual dan sosial Korban. Dalam konteks
penanganan, pelindungan dan pemulihan ini sangat diperlukan
adanya unit layanan terpadu di semua tingkatan (pusat, provinsi
dan daerah) agar dapat mengoordinasi semua langkah dengan baik.
Penyediaan helpline perlu pula disebutkan dalam PP Pencegahan
TPKS, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan agar masyarakat
atau siapapun dapat secepatnya mengakses pihak yang berwenang
terkait dengan TPKS.

Layanan kesehatan garis depan (Puskesmas) sangat
penting dalam keseluruhan langkah dalam PP Pencegahan TPKS,
Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan. Puskesmas melalui
tenaga kesehatannya dapat menjadi aktor kunci upaya pencegahan
di tingkat masyarakat maupun menjadi penyedia layanan pertama
saat TPKS terjadi. Penanganan terhadap peristiwa kekerasan seksual
seharusnya ditetapkan secara normatif, sebagai peristiwa darurat
(emergency) di semua tingkatan penyedia layanan kesehatan
pemerintah maupun swasta sehingga langkah pemeriksaan
medis misalnya medical check up, pemeriksaan penyakit seksual
menular, kehamilan akibat kekerasan seksual, visum et repertum
dan pemeriksaan psikis berikut intervensi tindakannya langsung
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dapat dilakukan. Jika terjadi peristiwa kehamilan sebagai akibat
dari kekerasan seksual selain pemerkosaan, maka norma standar
pelaksanaan aborsi perlu pula ditetapkan karena UU No. 1 Tahun 2023
tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menetapkan
aborsi dapat dilakukan kepada kehamilan akibat pemerkosaan
dalam jangka waktu maksimal 14 minggu kehamilan sementara jenis
kekerasan seksual lain di UUTPKS misalnya pemaksaan perkawinan,
penyiksaan seksual, eksploitasi seksual ataupun perbudakan seksual
mungkin saja menyebabkan kehamilan.

Lebih lanjut, karena sudah ditetapkan dalam UUPTKS pasal 10
ayat 2 poin a, bahwa perkawinan anak adalah salah satu jenis tindak
pidana kekerasan seksual, maka langkah pencegahan, penanganan,
pelindungan, dan pemulihannya perlu ditata-kelola dengan baik. PP
Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan Pemulihan Korban
TPKS ini sekali lagi dapat membuat norma agar pengaturan terkait
TPKS bagi anak diatur lebih detail oleh Menteri yang membidangi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ataupun dalam
Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual. Namun, agar memberikan pedoman yang jelas bagi penyedia
layanan dan aparat penegak hukum dan karena tidak ada keterangan
lebih lanjut tentang yang dimaksud dengan perkawinan anak dalam
penjelasan UUTPKS ini, maka sebaiknya entah dalam PP Pencegahan,
Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan ini atau dalam peraturan
turunannya ditetapkan sebuah norma bahwa yang dimaksud dengan
perkawinan anak adalah perkawinan yang salah satu pihaknya
adalah anak. Jika kedua belah pihaknya adalah anak, maka kualifikasi
sebagai perkawinan anak sehingga berdampak kepada ancaman
pidana, perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan menerapkan hukum
acara pidana anak yang tertuang dalam Undang-undang Sistem
Peradilan Pidana Anak. Norma ini diperlukan untuk menghindari
adanya viktimisasi anak sebab jika perkawinan terjadi antar anak,
maka pihak yang memaksa melangsungkan perkawinan adalah orang
dewasa karena anak dianggap belum memiliki kemampuan memberi
persetujuan secara sadar atas tindakannya tersebut. Lebih jauh,
perlu pula ditetapkan norma dan pedoman bagi Pengadilan Agama
tentang sejauhmana permohonan dispensasi perkawinan yang
salah satu pihaknya adalah anak atau kedua belah pihaknya adalah
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anak dapat dikabulkan karena langkah memasukkan perkawinan
anak dalam UUTPKS berarti memasukkan tindakan tersebut dalam
rejim hukum pidana. Sebagai akibatnya, dalam konstruksi rejim
hukum pidana, orang yang memaksa, membiarkan, atau memberi
ijin terjadinya hukum pidana, maka dapat dipidana. Sementara ini,
dalam sistem hukum yang sudah berlaku, perkawinan masuk dalam
wilayah hukum perdata yang asasnya adalah persetujuan para pihak.

Norma PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan
Pemulihan Korban TPKS jika menyangkut isu, korban dan pelaku
penyandang disabilitas, maka sangat penting untuk memastikan
proses draftingnya inklusif dan melibatkan kelompok-kelompok
penyandang disabilitas. Praktek-praktek baik yang pernah dan
tengah dilakukan oleh organisasi non pemerintah yang terlibat
dalam isu disabilitas sangat perlu untuk ditinjau, misalnya praktek
baik organisasi SIGAB Indonesia (Sasana Inklusi & Gerakan Advokasi
Difable) dan SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak)
menjadi di antara yang patut untuk dipelajari dan dilibatkan. Dalam
penanganan, terutama penegakan hukum, akan sangat penting
menetapkan bagaimana penyandang disabilitas dapat memberi
pendampingan hukum kepada anak penyandang disabilitas dan
memastikan seluruh proses penegakan hukum adalah inklusif.
Karena itu, isu mengenai disabilitasi ini akan perlu dijawab, bukan
saja dalam PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan,
Pemulihan Korban TPKS, tetapi juga oleh peraturan pelaksanaan
UUTPKS lainnya.

Norma PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan dan
Pemulihan Korban TPKS, terutama dalam hal pemulihan, perlu
menetapkan tata cara pemulihan dengan tujuan agar korban dan
saksi pulih secara menyeluruh.
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1) Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana

Kekerasan Seksual

Gambar 5. Ilustrasi kerangka kerja Perpres Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

L

MAKSUD: UNTUK MEWUJUDKAN LINGKUNGAN TANPA KEKERASAN

SEKSUAL(PsI. 3 di UUTPKS)

J

Arah 1: Mencegah Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (Psl. 3 UUTPKS)

)
/

Arah 2: Menegakkan Hukum serta
Membuat Data Terpadu (Psl. 3

Arah 3: Memastikan hak korban,
keluarga korban dan saksi terpenuhi,

UUTPKS) terlindungi dan dihormati
Strategi: . o il i S Strategi: Strategi:
: penguatan norma al:r:l':‘ al nir k>, + pembuatan peraturan turunan dari +  Penguatan dan pengintegrasian
penciptaan ruang publik yang aman Perpres dan PP, layanan

dari KS.

* peningkatan kualitas pengasuhan
terkait seksualitas di keluarga dan
alternatif.

« pemberdayaan ekonomi keluarga
rentan KS.

» pendidikan kecakapan hidup bagi anak,
disabilitas, perempuan, dan kelompok
rentan KS.

pelaksanaan diklat terpadu dan
berkelanjutan TPKS

Pembuatan data dan informasi terpadu
berbasis TIK untuk efektivitas
pencegahan, pelaporan, penangangan,
pelindungan, dan pemulihan korban,
saksi dan pelaku.

Penguatan rehabilitasi pelaku dan
penjaminan ketidakberulangan KS

Pembuatan skema dana bantuan
korban yang dapat diakses untuk
pelayanan terintegrasi

*  Pengembangan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi
mekanisme keluhan dan aduan

*  Pemantauan cepat, berkala, terpadu
dan terintegrasi oleh Komisi Negara
dan Masyarakat

*  Peningkatan keterlibatan kelompok . ol

masyarakat

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Oleh Karena Perpres Kebijakan Nasional Penghapusan
Kekerasan Seksual membangun desain kebijakan dan meletakkan
kerangka kerja logis untuk mencapai tujuan dibentuknya UUTPKS,
maka arah kebijakan nasional dalam Perpres tersebut adalah untuk
mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan terhadap anak. Arah
kebijakan tersebut dituangkan dalam 3 (tiga) strategi kunci yakni; (a)
mencegah tindak pidana kekerasan seksual, (b) menegakkan hukum
serta membuat data dan informasi terpadu, (c) memastikan hak
korban, keluarga korban, saksi dan pelaku terpenuhi, terlindungi dan
dihormati. Masing-masing strategi kunci diterjemahkan menjadi
fokus strategi, intervensi kunci, penanggung-jawab Kementerian/
Lembaga terhadap pelaksanaan intervensi kunci dan target
capaiannya. Perpres Kebijakan Nasional Penghapusan Kekerasan
Seksual seharusnya juga dikaitkan dengan Sustainable Development
Goal dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang
Republik Indonesia.
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Perpres Kebijakan Nasional Penghapusan Kekerasan Seksual

pada strategi 1 “mencegah tindak pidana kekerasan seksual” terdiri
dari fokus strategi;

1.
2.
3.

penguatan norma dan nilai tanpa kekerasan seksual,
penciptaan ruang publik yang akan dari kekerasan seksual,
peningkatan kualitas pengasuhan terkait seksualitas di
lingkungan keluarga dan alternatif,

. pemberdayaan ekonomi keluarga yang rentan terhadap

kekerasan seksual,

. pendidikan kecakapan hidup bagi anak, disabilitas, perempuan

dan kelompok rentan kekerasan seksual,

. pembuatan dan pemberlakuan kebijakan zero tolerance

kekerasan seksual di lingkungan aparatur sipil negara,

. peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat dan sektor

bisnis untuk mencegah dan mendeteksi kekerasan seksual.

Strategi 2 yakni menegakkan hukum serta membuat data dan

informasi terpadu paling tidak memuat fokus strategi:

1.

2]

pembuatan peraturanturunan dari PP dan Perpresimplementasi
UU TPKS

. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terpadu berbasis TIK

bagi aparat penegak hukum dan penyedia layanan

. penegakan hukum vyang berpihak kepada penyintas dan

memastikan ketidakberulangan kekerasan seksual.
pembuatan data dan informasi terpadu berbasis TIK

. pembuatan dan pelaksanaan helpline mudah diakses

Strategi 3 yakni memastikan hak korban, keluarga korban dan

saksi terpenuhi, terlindungi dan dihormati paling tidak memuat fokus

strategi:
1. pembuatan dan pengintegrasian layanan
2. pembuatan skema dana bantuan korban yang lintas tahun
anggaran dan dapat diakses untuk layanan yang dibutuhkan
3. pengembangan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi
mekanisme keluhan dan aduan
4. pemantauan cepat, berkala, terpadu dan terintegrasi oleh

Komisi Negara dan masyarakat.

Dalam strategi 1, fokus strategi “peningkatan keterlibatan sektor

bisnis” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
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Anak sebagai koordinator pelaksanaan UUTPKS perlu memfasilitasi
dengan memberi pedoman tentang langkah yang perlu diambil oleh
sektor bisnis dalam upaya pencegahan TPKS. Sektor bisnis yang
disasar adalah; badan usaha milik negara, perusahaan transnasional,
dan badan usaha miliki swasta Indonesia. Mereka dapat difasilitasi
untuk memiliki prosedur internal untuk mencegah tpks, melaporkan
serta merujuk kasus tpks kepada layanan dan aparat penegak hukum,
termasuk dalam event-event yang berskala internasional. Jika telah
ditetapkan dalam PP Pencegahan TPKS, Penanganan, Pelindungan
dan Pemulihan Korban TPKS juga melibatkan bidang industri,
maka penanggung-jawab bidang bisnis dalam upaya peningkatan
keterlibatan sektor bisnis adalah Kementerian yang membidangi
industri.



Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara

576

“IMD[1I9) UBP BUBIUIIA)

1981e) Weep eAuueyrwWL(IoUIW JN
saxd1ad ‘NVHVOADNAEJ eredduaaiuad
e3n( vsad HVINIYHNAd emyeq
ueyIsemIeduaw eAusnieyas Jy dd
"NVEIOX MVH uerewroyduad

uep ‘uedunpurped ‘uveynuawad
SyeIUOY Wweep rur ueyedueIadusaw
nprad g\ se1diad ‘S d.L ueqioy
NVHITNNA ‘NVONNANITAd

vsaann e ‘NVNVONVNHJ ueideq dv dd ‘Ise139)u119)
[euolseuraiu] ‘TenisyPi1uoy uep uep S—quuwu
JNVH uswnnsuy e jneaour WEN\m ﬁwmumbw Emwﬁm—u maqgoasial JNQ@U snrey
yerloe( HNMWEG p ueilmnmn Emv—_mmw:mﬁo_wmhwaowﬂma Qmﬂmwmoﬁwm .Mwm.ﬁwwuﬁ_umu
QNNHNWMQQ_Q%QQQ yerepe dNDI wmuauwm ueyal jnn .:umh vIe) uep .SGNQHQH JNQQU BIRI3S
reyIay eIl ‘NVLOINVIDIEIL uep VIVIHAL ‘qeiaeq [eNSHAG ULSLISNY] BUBPIJ
epuwed nn e« BIBIO3S UBIe[Ip QW—N\S Jelaep uep uep jesnd Jepuij, Qmﬂmwmoﬁmm
Jeue ummBQ ISeuIpIood emyeq g8 jwwmQ JeqIp ygejursuwad QNMNHNMWQEQ%EQE
yeepesyes uep | ‘e3n{  ISVUOILINIYAL NVA ‘NAVJYLL yerepe qifem yeiae(q
.ENQHOM .S&m—o& ~H<&MU: uelmn wﬁmuﬂmﬁ m%ﬁwzwﬁﬁ Qmﬂmwmoﬁwm ygejurouwad uep jesnd
el vadsnn ‘NVHVOIONHJ ueideq dv dd ° d¥ dd | eresduspeduad yeiunewad (1) 62 [esed
ek
:«.M- MMW»—%MM;S (amerp SueA euniou wepep ueSuel(uasay wMﬁWwﬂﬂ”& [esed epuE se
) P NN e ) T T A /urey d/dd NVSYIONIH Jepuey [esed
ueSuap ueSunqny ueSuap ueSunqny

[eNSYoS UBSBIaNAY BUBPIJ YBPUL], UBselUBIaqUI]
[euolseN ueyeliqay saidiad wefep eAuure] ueinly uep jepuejy [esed uedungny sISI[euy ‘¥ [oqe],




577

NSV ef19y uedum3ury 1p
A1 ueyrode[our uep yedaouaul ynyun
NSV 1e18uawr ueA 13a1ens epe nyrod
‘N sa1d194 1p ‘ueedequia[ay B[O[OY

eje) uep ueyejyurrowad Suepiq eped e
'd¥ dd wepep Sueniid) eAusnieyas
Sued rewrrurwa prepue)s epedoy
ynmrour ueSuap Y.L, SLIULIDqUIdUL
njun ;nqasiay 7/ Sursew-3urseur

‘euesyerod
edequioy
/UBLIdIUIWY]
ueyjeIAusaur
Juek
ueye3a0uag
ueered3usppAuad

eueres exd uep euereg ‘g
ueyIprpusd ‘1

:3uepiq meow

uee[Ip (1) 1eie eped
pnsyewrp euewredeqas
[ensoS UBSLISNOY BURPIJ
YepulL, ueye8aouad

NSV NN
dldg

Chessa Ario Jani Purnomo

uep NIA[dY NN

1391ems sy IneW yenquiowl NY saxdiog e

dv dd

Suepig 6 epy

ueered3uspAuad (g)

‘d(dyd
uep NIN[dY NN

uen(ue[oyIoq uep

‘IM[TLI9) ‘BUBIUIS) SueA Uee(Iqay mepPw
S seruelaquiowi eAedn urerep e1oy
Juaredngeyy uep 1suraoid Jesnd yejurrourad
apm3uaw ue3usp ULS0]OId) JeNnquIatll
yedep gNDJI se1d1od ‘unurepN yeioep uep
jesnd erejue  [SYNIQUOO, UeSuap
eAuenpay] ue)rex1919Y euaIe N ueSusp
uestiiaq uensedip 4€ M dd YeAem

de€ddd

VAWad NN e
vdds nn -

‘uaypdnqvy

uwp 1sutnoid yviavp vuvinia) uep yesnd
ueueie[ad ueyniuaquiad Surjus) INdNI
SueA 1081e) Jenquuow nyrad N seidiag

dLdn uepiesng
ueueAe[ad sardiog

‘eAuure] JILI13)
uearmeSuad uep N
ueSuap ueSunqnyy

(mmerp SueA euniou weep ueSue(uasay
ynseurid)) ueyneyradip njiad Sued ey

SAdLAN TP ure] [esed

/urersaxdisd/dd
ueSuap ueSunqny

NVSWIONIY

1epuey [esed




Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara

578

‘(1eqelad 13eq mye[Iq

eAuey Sues  [ensyos ueeesyiAuad, 311
1sd 1eyr) uerodejad uep ueyedaouad
Smun HJV jutod [ed0] yne[ow uep
JMiprpuaw yerepe NY saxdiog 13a1ens

njes yefes eAupesru ‘ueyniadip 1seaou] e

‘ueynead uep uexiprpuad 1938w
werep Sueniia) ueye ued ‘Suepiq
Sursew-3ursewr ueyedaouad 1391e0S
JrexI9) N sa1diad noeduaw njrad edn(

rep[iq sa1d1ad uep Ly DIIA Weep
MI.L ueeungd3uad jrex19] BuIeINIa) N

NSV NN saxd1ad yoro noerp 1epyi( so1diag e 1epiI( sexdiog
‘[euorseuId)ul e 3Un ISeuIpI00y njad
Sued yyeue uep ueqioy 1deq uedunpurpd edrenoy ‘6
ueueAe] ueren3uad 1391eDS WRTRP ueewe3ed) ‘g
eAusnsnp] N sexdiad yojo ynnip eyYneuLIojur I3o[owyed], ‘L
snsnypj e1edas jesnd ueuede[od sordiog e ekepng ‘9
‘yeIoep jexsun Ip INqasial [e1sos ueeIalyelosay °g
Suepiq-Suepiq mMe[ow ISEUIPIOOY] uee(1aedeualay
uep ueyedaouad 1391enS UNSNAUS WX uep TWouoyq ‘¥
‘[eUOISEUId)UT wefep yeioe( uep jesnd ueueiedd yeIoe( uep jesng ueeSequIa[aY BJO[aY
JNVH uawnnsuy saxdiog ynmrow nprod N soxdiag e ueueAe[od sa1J19d B)R) UBP UBURIULIDWRJ '€
‘eAuure] JreI9) 1p ure| [ese
:«u:«sm:o_m :Mv nn (mystp Sures gurtou urvysp uedus{uasoy w&ﬂ“ﬂ?ﬂ@h\ﬂm ‘ NVSWIONIA jepuey [esed
ynseurid)) ueyneyradip njiad Sued ey §
ueSuap ueSunqnyy ueSudp uedunqny




579

Chessa Ario Jani Purnomo

epuwad dd °
eURIUIY
ue3uem33ueusg

nn e

NSv NN e
dldyd

‘uein{ue@Ioq ULp ‘BULIUII] “INNIS}
SueL eAurseurpiooy 1391e1s SYLBW
yenquiowt N sa1diad ‘efuinfue[os e
dd wepep ueqSuenirp nizod INqasioy

uep NIN[QY NN ° Isers 1p ueyesaouad 1seurpIooy deddd
ueyedaouad
prepue)s uep yexsuey Suejus) N
saxd1ag synmrour yepyiq soxdio ep[i soadio
NSV NN dmt PIa d epita d “SNSNEY ONVA
"BUBOUDY "JNQISID) NIUSIID) S MNINTE
ueduenddueusag 1sen)is Ip ueye3aouad yeddue[ Suejual NVONAA | ekuurer snsnipy semig -y
nn e yeIiae( uep jesnd ueueie[ad epeday yeIae( uep jesnd ISVNLLIS neje sye13008 Ye19 €
epuad NN ° uewropad maquiowt nirad NY saidiag ueueAe[od sa1giod YL dVAVHYAL pUROUSY T
euedUdyg "d¥ dd wefep nqasip Suek NVINHY HIGdT JIFUOY ISenyIS ' 1
ue3uem33ueusg 1sen)Is enwas Ip ueyedaouad yeyduel Sued 1semyrs ‘ueneyraduow
nnA e | ymun 7/ Sursew-3ursew 1391enS SYIHEBW ueyIseyIpuiSuaw | ue3usap ueYR[Ip [eNsYS
NSV NN ¢ | Ienquow myeT ‘eAuure] snsniyp| ISVN.LIS SueAh p- e yerepe ueSBINDY BUBPI
d(dd IP NVHVOHONHJ wefep eAusnsnipy uexpeyradip Yepul, ueyesaouad
uep N9 NN ° d¥ dd ueyyewe (rouaw NY saxdiad d¥ dd | nzad SueA 1senyig ueered3us[aiuad (g)
“BAI
:«.M- MMW»—M_M”WS (mmerp SueA euniou weep ueSue(uasay wMﬁWwﬂﬂ”& [esed — se
) P 0N smseuria)) ueypeysadip npxod Suek regy /ure| d/dd NVSWIONIY Jepue [esed
ueSuap ueSunqnyy ueSudp uedunqny




Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara

580

"LV DIIA Bropsuaw

uep jurod [BJ0J JENQUIOUW NIUN JTEYI9}

/Y UBYEeIULIOWIW UeSuap Ues0qoIa}
yeqduerenquiowt yedep N seidiog e

‘;nqasiay yedway-redura) 1p ueyedaouad

prepue)s uep yexsuey Sueiua) N

NSV NN saxdiag ynmrow yepq soxdiog e JepIq saxdiag
"BUBOUDY NS
ueduemnd3ueusag jedwa) 1p ueyedaouag yexdue| Suejuay
nn e yeIiae(q uep jesnd ueueie[ad epedoy yeIae( uep jesnd
epuad NN ° uewropad maquiowt nirad NY sa1diag ueueAe[od sa1giod

‘Suemiaq 1pel191 S
eIl mqasia) yedursy-yedurs) reuorserado
erejuawds uenuayduad mpasoid

[eNSY9S UBSBINY

rersos | smsewa) ‘ueuedueuad mpasoid Suejuay euepid yepun
ueeId)yeasa)] uesoqoid) yenquiowt nirad N soxdiag e ‘ure[ 1pel19) 1suajodiaq
nn e ‘Ingoasiay yeduwa) yeduro) urepas Suef urejedway, ‘¢
BUBOUIY -yedway 1p I Ipel1e) yeSaouaw ynyun ‘SIdI pef1a uep
ueduem3sueuad 1391ens SInew jenquiatt N sa1d1ag 1suajodiaq Suek ‘ueyIpipuad uemes ‘g
NN | -eoedsonqnd/wmumn jedws) (q) ‘Toiue jedwa) yerepe [ersos nued °1
NSV NN | /el1dpaqiedws) (8) ‘yerepe urejeduway uBIpIpUaJ ‘eped ueymR[IP
dldg ederaqag *,SMAL Ipel19) 1susjodraq Suek uenjes | [eNSYoS UBSLINY BUBPI]
uep N[ NN ° urefjedwo),, uByewo(1ouswW gy dd dvdd ‘Tersos nued Yepul, ueyesaouad (g)
‘eAuure] JrepIs 1p ure| [ese
:«u:«.wmrw_m.:uv WD (xmeyp Sured vusion urefep nedus{uoso w&ﬂ“ﬂoﬁ&wh\ﬂm ‘ NVSWIONIY Jepue [esed
ynseurid)) ueyneyradip njiad Sued ey §
ueSuap ueSunqnyy ueSudp uedunqny




581

Chessa Ario Jani Purnomo

"USpISAI]
ueImyeIdd uesuap merp
‘MualIa) 1391e1S (1) reke eped pnsyewp
NNjuaq urefep uen(ue@yiaq uep e[eIoq euBWIESRqOS [ENSYPS
qifem yeiaep uep jesnd ISLUIPIOOY BMUB(] yelae( uep jesnd ueseIoyoy euEpid
epuwod NN ‘28 1sd ueyyewa(1ouaw NY soxdiag ueueAe[od saIgIod Yepun uesejueRquad
‘c8 ‘2818 "15d 1p uvuv3uvuad Suejua) feuorseu
uvp uvyv3aduad 1SVUIPLO0Y UDP ‘F19E/, uexeliqey reusduatx
[euolseN 15d 1p npvdia; uvuvdvjad ‘cs “1sd 1p nfue] Yyiqo] uemualdy g
uBIpIpua g uvyipifuad wvpp ‘4T 15d 1p nyvjad [ensyes ueseiaxay euepid
wASIS NN | vpvday 1svi1qVYaL WYY 1ISVUIPIOONIP epun uesejuerquiad
epuad NN e | npad SuvA urod-urod vy Yreq ueduap Suejua) feuorseu
BUBOUIY ISBUIPIOONI9} Te3e UBQIOY UBYINWDJ ISVNIQYOOY | ueeligay unsnsip ‘ensyes
ueduenddueusag uep uedunpured ‘ueuedurudd yeq3ue] uep | ueseIRY BUBPI] BPULL
nn e ueyyewL(1ouaw ednf N sa1diog e NVHVOIDNAd depeyza) IseuIpI00Y
NSV NN * ‘YnInjoAusu BI1edds ey3uer weep uep ueyedaouag
d(da NVHVOIDNHJ eAedn urefep eAusnsnipy yerepe N eydueiurered ‘1
uep NIN[QY NN ° d¥ dd ueyyewo(rousw NY sardrog o dvdd soxdiad v8esed
[ersos “IM[NI9) SueA syInew
ueeIayelasay] ue3uap redIa) 1/ Sursew-3ursewr qeme|
nn e -3ung3ue) uep sedny ueyeWL (19U
ueIpIpuad N saxdiad ‘uenejuewad uep
wdISIS N © ueyedaouad 1seurpIooy ey wered deddd
‘eAuure] JrepIs 1p ure| [ese
:ﬁ:«amroﬂ.:uv WD (mystp Sures gurtou urvysp uedus{uasoy w&ﬂ“ﬂoﬁ&wh\ﬂm ‘ NVSWIONIY jepuey [eseq
ynseurid)) ueyneyradip njiad Sued ey §
ueSuap ueSunqnyy ueSudp uedunqny




Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara

582

(eS1enyoy
‘ueyedaouad ededn wrerep R JeyeIRASRWI
TP “feuy edrenyoy uep jeyeredsew uerad Suejud) 1sedisnied)
uedunpurped NN snsnyp| 1391e1s yenquiowt NY saxdiad 9819 Gg Tesed
‘uenpeduad ueuede]
B1I9S UBdSUR] YNIN[S SBIAIDJO pIepuels
yIqnd ueduequaduad ynyun eAusnsnipy
ueuede[aod NN d€ Y dd uexppenduawu NY sa1diag deddd
uedunqureuIsayIaq uep
INYNI9) ‘eudUId) Ie3e NS seysedey
ueyeduruad 1391ens wrerep ueynepd
uep ueyIprpuad ISeUIpI00y] 1Ie1a) e PId
NSV NN saxdiad ueyyews(1ousw NY soidiog 1epIq soxdiag
‘eAuure] JrepIs 1p ure| [ese
:ﬁ:«smrw_m.:wv MD (xmeyp Sured vusion urefep nedus{uoso w&ﬂ“ﬂwﬁ&wh\ﬂm ‘ NVSWIONIY Jepue [esed
ynseurid)) ueyneyradip njiad Sued ey §
ueSuap ueSunqnyy ueSudp uedunqny




Chessa Ario Jani Purnomo 583

2) PP Tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan
Pencegahan dan Penanganan TPKS

Gambar 6. Ilustrasi Kerangka Kerja PP Koordinasi dan Pemantauan

KOORDINASI DAN PEMANTAUAN BERTUIUAN AGAR PENCEGAHAN DAN PENANGANAN EFEKTIF
Pilihan drafting untuk penerjemahan “efektifivitas”: (a) dibuat norma khusus sebagai tolak ukur efektivitas yang
membantu penilaian dalam pemantauan dan kooordinasi, (b) keseluruhan norma mencerminkan efektivitas. Yang

dikoordinasi dan dipantau adalah:

PENCEGAHAN PENANGANAN

/ Cara Pencegahan Layanan Pengaduan [N
(Psl.79[1]): cepat,

terpadu dan
Definisi terintegrasi
pencegahan
adalah agar Bidang pencegahan Tujuannya
faktor penyebab Psl 79(2) adalah untuk
dan - memastikan
keberulangan korban
TPKS dihilangkan Situasi tertentu agar mendapatkan
(Psl.1 UUTPKS) TPKS dicegah Psl 79 (3) haknya sesuai
Psl. 68
Tempat tertentu agar

TPKS dicegah (4);

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Gambar 7. Ilustrasi Relasi Norma PP Koordinasi dan Pemantauan

llustrasi Relasi Norma
RPP K3P s

pemantauan

PasalTENTANG Koordinasi
(82); Berkaladan
berkelanjutarantaraPusat
dan Daerah, (83[1])intas
sektork/L danayatlain.

MATERI MUATAN BERDASAR PROGSUN:

1. Pelaksanaan koordinasi pencegahan
dan penanganan TPKS melaluiTim
Koordinasi TPKS tingkat nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota

2. Pelaksanaan pemantauan
pencegahan dan penanganan TPKS

3. Pendanaan

PasalTERKAIT ; (tatakelola
layanandanpenegakan
hukum);

UU Lain: InstrumenHAM
yangdiratifikasjUU terkait
Anak, Perempuan,
Disabilitasuu Pemda UU
Desa dIl.

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas



Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara

584

*SIT1ours
sniey jesng ueueAe[o saidiad uep 4&
saxdiag e33uryas yesnd yex3un 1p ueueAey

moqurad e8nl ydddI emyeq 1eIedip niiog o

"SI ueSuemiaqay uep qeqaiuad

JI0p[ey UBYSURIIYSUSU MUN Ye[epe GT
"ON 'T [esed resepiaq ‘ueyedaouad uenfny,

"MUu2)19) Jedwa) Ip UBMR[IP UBP ‘NIUS)IA)

1sen)is uexneyraduou ‘mualia) Suepiq
MIe[ow uexe[p 6. fesed Tesepiaq

J1ey19) B3equUa|
/UBLIdIUIWI
ue3uap

109 seul|

‘uaeyedaouad emyeq ueneyradip nrog e ‘Iseurp1oox erep eIa)
[e1s0s SMAIL NVIIO) e3BqUIS]/UBLIUIIDY
1sexdajural (3) ‘weSuemnuad (J) ‘wny NVNVONVNHd ue3uap 10109s seyul|
yeiadeq Hmvﬂwﬂﬁ p Emﬁm\mm— mwu .ES&SQ E.Nv—dMQE@Q Quu uep BIRIIS ENJNHGNEOQ uep
ueered3us[eAuag ‘[e1S0s ISeNIqeyal (9) ‘Ue)eyasay UeueAR| NVHVOHONHd ISBUIPIOOY UByIB[aU
yejIa) eIl (@) ‘aenpeduad ueueie| () ‘LIOqUUILW SEJIAIY[3Jo LIDJUQIA ‘Tensas
epuiad N[ ° ueyepun yerepe L1 ‘ON [ [esed Iesepiaq ymun ueseIaYa) eURPIJ YepulL],
Yeue ueuedueuad emyeq uepeyrodip nog e NVNVINVINAd ueqlioy ueuedueuad
ye[epe Isyes uep "d¥ dd wrerep ajerp Suek uep uep ueye3aouag
‘ueqoy ‘myerod ueqioy ueueSueuad uep ueyedaouad jesng ueueAe[oq ISVNIQJOO sejIAID[eJe BYSueRI Wweeq
eIl vddsnn e ueeuesye[od Ye[epe ISeurpIooyip Suex e saxdiag uep d¥ dd NVNINL ¢ 1ehe ¢g [esed
“eAuure| )rex19) SIdLNN TP ure[fesed
uermeSuad uep nn | (amerp SueA euriou urerep ueSue(uasay Juresaxdidg/dd
ueSuap ueSungny | mseuridy) ueyneysadip nppod Sued ey | ueSuap ueSungnyg DI RLILT PR L

S ueuedueuad uep ueye3aduad ueeuesye@d
uenejuUBWIJ UBP ISBUIPIOO) JJ Weep eAuure] Uuein}y uep JepueA [esed uedungny sIsijeuy ‘G [9qe],




585

Chessa Ario Jani Purnomo

yeroe( Jex3un 1p

ueere33uapAuag

yrespray il
epud NN

Seue

yeepe Isyes uep

‘ueq1oy ‘myerod

‘ISYeS Neje/uep ueqioy edrenyoy
‘uequoy ueyrmnurad uep ‘uedunpurjed
‘ueuedueuad ere33usaAuad peluaur

Sued q1dn epeday ueymyep njrad
e3n( 1STwoY-ISTWOoY] Y90 UeneIUBWd] °

‘B10I[EM

/nedng/muraqno) yajo yeraep jexdun

Tp Iseurpiooy uerad Suejus) eurelnial

"B1OY
Juarednqey
rex3un ip
uenejuewad
uep ISeurpIood]
muraqno

U910 ueymye[p
1suraoid ye3un
1p uenejuewad

‘ueuedueuad uep

ueyedaouad uenejuewad

uep ISBUIPIOOY
uB[R[OW B1OY [[eM

eIl vddsnn e | rur 4o dd nmisw nprad qrdn seidiag e adldn seidisd | uep 1seurpiood] /nednq uep muiaqny (¢)
‘ueleRIRASEUWIDJ
NN ‘ueeesyeloy
NN ‘vewneyYa AN sa1d1ag weep uexpnsewrp
nn ‘vawdad np1ad g€ Mdd Weep ULl BIedds
NN ‘vads nn e 1myerp jedep yepn Suex ‘ueypenduswr
‘e3eIye[O Sures njzad g\ sexdiad uep J¢ Mdd
Suepig 1p 101[9S ‘eAuruare) ‘uein(ueayIoq Uep BlEMIaq
sejury si3ajeng BIRDIS UBNIE[IP qIfem yeroe(q uep
ISBUIPIOOY] Jesn{ ISBUIpI0O0Y ‘g8 [esed "unsnsip dNDI
Suejue) gzoz/CY ‘SM.L py» Iseurp100y uep ueyesoouad
sordiog | eySuerwerep , ngadusu | jeAe §8 [esed AN soxdiag
“eAuure] )yes 10 SNALON IP Ure] esed
uermeSuad uep N | (Amyerp SueA ewrrou weep ueSue(udsady Juregsaxdidg/dd
ueSuap ueSunqnyy M_zma::ub ueyneyrddip nprod SueA ey | ueSusp ueSungny bR LI AR,




Peran Perguruan Tinggi dalam Aktualisasi Bela Negara

586

ueuedueuad

uep ueyedaouad uedIp[ejoduawl ynjun
uein(ueEyIaq Uep e[ey1aq BIedIs
ISBUTPIO0Y] UBI[R[OW YRIdB(] UBp Jesnd
yejurrourad uedqilemawr uek ¢g resed
ue3uap eAuIse[OI0Y BLIAS  NVNVINVINId
NVA ISYNIQYOOX ‘NVHVOHONHd,

‘Bsa(1 IIA gvg ueSusp ueSunqny wefep
NN ‘epwad NN BORQIP BAUNSAWS £8 [BSRd SMALNN 28 [esed
uered3ue
ueSunynp uep
ueere33uapaAuad
J1eI19] ST NN
uep epwdd NN | ‘yeroep uep jesnd erejue Sueluslroq uep
HdV seusedey ISeurpIo0y aurstueyow ueduequioguad
uejeySuruad reud8uaW Ye[epe BAUSNIBYAS [OUNY
NeI9 VddS NN ° ISU9AQ)UI/IS91BIIS S0 NeS Ye[es dNDI so1d1ad
“eAuure] )yes 10 SNALON 1P ure| [esed
uemeSuad ue anjerp SueA vuriou weep uesue(uasd urey saadxd,
o | P 1°P 1 sl et NVSYIONIH Jepuej [esed
ueSuap ueSungny | ynseuria)) ueyneysadip npod Sued ey | ueSusp ueSungnyg




MATERI MUATAN BERDASAR PROGSUN:
L
2.

3.

Chessa Ario Jani Purnomo

587

3) Perpres Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu
bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah,
dan Tenaga Layanan pada Lembaga Layanan Berbasis

Masyarakat

Gambar 8. Ilustrasi Korelasi Norma Perpres Diklat Terpadu

llustrasi Korelasi Normatif
Rperpres Diklat Terpadu

Penyusunankurikulum;

Metode pendidikandan pelatihan
terpadu;

Pelaksanaan pendidikandan
pelatihan terpaduy;

Pemantauan dan evaluasi; dan
Pembiayaanpendidikandan
pelatihan.

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

PasaMANDAT DIKLAT (81);
PerencanaarPelaksanaan
PemantauasEvaluasdan
Pembiayaan

PasalTENTANG DIKLAT (20
&21); KurikulumMetode
dan Pelaksanaan

PasalTERKAITDIKLAT;
(tatakeloleayanandan
penegakahukun) yang
merupakamateriDIKLAT;

UU Lain:InstrumedAM,
UUterkaitAnak,
PerempuanDisabilitadu
Pemdg UUDesg UU ASN,
UU PelayanaRublikUU
KepolisigiUKejaksanagn
UUKehakimanuu
Kesehatangll
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4) Peraturan Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak

llustrasi Relasi Norma
PP DBK

MATERI MUATAN BERDASAR PROGSUN:

[ N .

Pidana Kekerasan Seksual

Gambar 9. Ilustrasi Relasi Norma PP Dana Bantuan Korban

Sumber dana awal;

Prinsip pengelolaan DBK;

Kelembagaan DBK;
Pelaksanaan DBK;

Pelaporan, pemantauan, dan evaluasi
Koordinasi dengan Kemen BUMN

untuk DBK.

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas

Pasal MANDAT (35[4]

Pasal TENTANG: keseluruhan
pasal terkait restitutsi; pasal 35,
pasal 33 ayat 5 dan 7

Pasal TERKAIT DBK ; Pasal
mengatur Tata Kelola Pemulihan
karena DBK bagian dari hak
korban atas pemulihan-ps| 67
ayat (1),70,16

UU Lain: UU BUMN, UU
KEUANGAN NEGARA, UU LPSK,
UU Perbendaharaan Negara
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5) Perpres Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak di Pusat

Gambar 10. Tlustrasi relasi Norma Perpres Pelayanan Tingkat Pusat

llustrasi Relasi Norma
Perpres Pelayanan Pusat

MATERI MUATAN BERDASAR PROGSUN:
1. Penyediaanlayanan terpadu di Pusat
PelayananTerpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak melaluipola
pelayananterpadu satu pintu;

2. Koordinasipelibatan K/L terkait
dalam pelayanan terpadu;
3. Penetapandan tugas tim terpadu.

PasalMANDAT (70 [4]dan
Pasal 75)

PasalTENTANG: Pasal
tentangUPTD karena
pelayanarpusatadalah
pelayanarsetelaidaerah

PasalTERKAIT; Pasal
mengaturtentang
pencegahanpenanganan
pelindungandanpemulihan
korban

UU Lain: UUPA, UU PEMDA
dil

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas
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6) Peraturan Presiden tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak

Gambar 11. Ilustrasi Relasi Norma Perpres UPTD

llustrasi Relasi Norma
Perpres UPTD o (0

MATERI MUATAN BERDASAR PROGSUN: PasalTENTANG: Pasal

tentangUPTPusatkarena
1. Pembentukan, kedudukantugas, serta pelayanarpusatadalah
struktur organisasi;

pelayanarisetelaidaerah
2. Penyelenggaraanpelayanan terpadu PasalTERKAIT; Pasal

oleh UPTD PPA,' mengaturtentang
i pencegahappenanganan
3. Kerjasama layanan; pelindungapdanpemulihan
korban

4. Layanan rujukan; dan

5. Bantuan kedinasan.
UU Lain: UUPA, UU PEMDA
UU ASN, UU Pelayanan
Publik, dll.

Sumber: Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas
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D. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

a. Formulasi hukum pada Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual telah disahkan pada tahun 2022 lalu. Dalam
peraturan tersebut, mengatur beberapa perlindungan hukum
yang diberikan dari tahap penanganan, tahap perlindungan,
dan tahap pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual.
Kini dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
telah diatur lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk tindakan yang
terindikasi sebagai bagian dari tindak pidana kekerasan seksual.
Terdapat setidaknya 9 (Sembilan) bentuk diantaranya yaitu
pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik, pemaksaan
kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan,
penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual,
dan juga kekerasan seksual berbasis elektronik. Lebih lanjut,
undang-undang ini juga mengatur mengenai pidana tambahan
yang menjadi opsi penjatuhan hukuman selain hukuman
penjara dan denda.

b. Meskipun Formulasi hukum pada Undang-Undang Tindak
Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan pada tahun 2022
lalu tetapi peraturan pelaksanana undang-undang ini masih
dalam tahap perencanaan. Beberapa peraturan yang sedang
dicanangkan sesuai mandat Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual diantaranya, Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan
Seksual serta Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan
Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4P), Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Koordinasi dan Pemantauan
Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (RPP K 3P), Rancangan Peraturan
Pemerintah tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (RPP DBK), Rancangan Peraturan Presiden
tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (Rperpres KNP), Rancangan Peraturan
Presiden tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak di Pusat (Rperpres
Pelayanan Pusat), Rancangan Peraturan Presiden tentang Unit
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Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(Rperpres UPTD), dan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi
Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Layanan Pemerintah, dan
Tenaga Layanan Pada Lembaga Layanan Berbasis Masyarakat
(Rperpres Diklat Terpadu). Total keseluruhan terdapat 7
(tujuh) aturan turunan yang dimandatkan oleh Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diantaranya terdiri
dari 3 (tiga) Peraturan Pemerintah (PP) dan empat peraturan
presiden (perpres).
2. Saran

a. Penulis berharap bahwa kedepannya edukasi dan sosialisasi
tentang posisi korban kekerasan seksual harus dilakukan dengan
gencar oleh pemerintah agar kedepannya pola pikir atau cara
pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual tidak
berada pada stigma negatif bahwa korban kekerasan seksual lah
yang menjadi pemicu tindakan tersebut.

b. Penulis dalam tulisan ini berharap bahwa kedepannya
pembuatan peraturan teknis dari Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus
dibuat secara sistematis dengan baik agar aturan tersebut dapat
berjalan dengan optimal. Dengan pembuatan yang optimal dan
tepat sasaran dari peraturan teknis UU TPKS sebagai payung
perlindungan hukum agar nantinya penanganan korban
kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif.

c. Dibutuhkannya upaya-upaya edukasi kepada masyarakat
tentang posisi korban kekerasan seksual juga dampak yang
dialami korban, serta pembekalan dan edukasi kepada aparat
penegak hukum dalam menangani penanganan kasus kekerasan
seksual harus segera dilakukan secara merata di Indonesia agar
korban kekerasan seksual merasa aman.
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